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Direngalt petiambatan peraambuban
claneint aaating, pemenintah mengajak
manatalat lndoenesia ik etap optinis,
Aetika senmmlall mesin pertumbuhan
SROnMI RPST ERRpOL Ipoy, investasi
Jan Lonsumst sedang les, salah sata
peluang vang masih menjadi asa
parmmiuhan ehenon adatah pengeluaran
atan daelania pemenatah,
Dalam tangla menmglatkan koordinasi
dan Relompakan dalam mendorong
sumbangan pengeluaran atau belanja
pemenniall bak pomerintah pusat dan
peaiintal dactah vtk menggerakan
rorlonemian, pemetintah menyelenggara
Lan rapat hoordinast dengan gubernuy,
Lepala Lejaksaan tinggi, dan kepala
Aepolisian daerah dilstana Kepresidenan
Bogor Jawa Bata, pada hari Senin, 24
Agustus (NOMPAS, 23/8).
Rapat vang dipimpin langsung oleh
Presiden Joho Widodo serta dihadiri
oleh Walil Presiden Yusuf Kala, Kapolri,
Jaksa Agung, Plt Xetua XPK, Ketua BPK,
Netua BPKRP, empat MENKO dan
sejumlah menteri ini bertujuan
menvamakan persepsi antara kepala
Jdacrah dan aparat penegakan hukum
untul mengurangt Letakutan aparat
pemerintah dan kuasa pengguna
anggaran di daerah mengeksekusi
sejumlah dana pembangunan terutama
provel infrastruktur dan belanja modal
yang penyerapan masih sangat minim.
Pemerintah pusat memperingatkan
Pemda untuk segera membelanjakan
dana transfer yang telah diterima dan
jangan terlalu lama mengendap di
perbankan, karena hal ini berkontribusi
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pada rendahnya penyerapan APBD 2015
yang dapat mengakibatkan kurangnya
daya dorong pertumbuhan ekonomi.

Serapan Anggaran

Per 30 Juni 2015, secara nasional tingkat
penyerapan APBD 2015 untuk provinsi
rata-rata baru mencapai 25,9 persen, dan
Kabupaten/kota mencapai 24,6 persen.
Sementaraitu dana PEMDA yang mengendap
di bank pada triwulan 11 (April-Juni) 2015
dilaporkan sebesar Rp 273,5 triliun.

Dana ldle PEMDA tersebut dipandang
turut memberikan kontribusi pada
rendahnya pertumbuhan ekonomi pada
semester I 2015, Walaupun atas dana
yang mengendap di bank tersebut PEM DA
mendapatkan hasil berupa pendapatan
bunga, tetapi jauh lebih optimal jika dapat
direalisasikan untuk belanja barang/jasa
dan belanja modal.

Rendahnya penyerapan anggaran pada
triwulan 1 dan triwulan II merupakan
masalah Klasik APBD yang dapat kita
amati dari tahun ke tahun. Tingkat
penyerapan anggaran akan mulai
meningkat pada triwulan I1l dan terutama
pada triwulan IV (Oktober-Desember).

Seperti mengejar jam tayang dalam
produksi sinetron, realisasi dana pem-
bangunan akan digenjot oleh Pemda pada
saat-saat terakhir dimana akan memasuki
penutupan tahun anggaran. Dan jika tidak
habis dibelanjakan, selanjutnya menjadi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Pola penyerapan anggaran yang minim
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bank biasa meningkat pada bulan April,
kemudian meningkat lagi pada bulan
Juni, dan meningkat lagi pada bulan
September. Pola sepertiini ada hubungan-
nya dengan pola tahapan penyaluran
dana transfer dari Rekening Kas Umum
Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD).

Tantangan penyerapan anggaran dari
tahun ke tahun terutama anggaran 2015
diharapkan menjadi pelajaran Pemda
untuk menerima tantangan penyerapan
anggaran yang bertambah besar lagi di
tahun anggaran 2016.

Ketika mencermati postur RAPBN 2016
yang diajukan oleh pemerintah kepada
DPR, kita mendapati beberapa hal yang
menarik terkait desentralisasi fiskal di
Indonesia saat ini.

Dana transfer ke daerah dan dana desa
pada RAPBN 2016 meningkat 17,7 persen
dari APBNP 2015. Dana transfer ke daerah
meningkat menjadi Rp 735,2 triliun dari
Rp 643,8 triliun, dan dana desa meningkat
menjadi Rp 47,0 triliun dari 20,8 triliun.

Hal menarik lainnya adalah untuk pertama
kalinya besaran dana transfer ke daerah dan
dana desalebih besar dari belanjakementerian/
lembaga. Saatnya momentum membangun
dari pinggiran dengan memperkuat daerah
dan desa. Dengan demikian pendulum
anggaran pembangunan melalui belanja
negara mulai bergerak ke daerah.

Pada satussisi peningkatan dana transfer
ke daerah dan dana desa yang signifikan
merupakan berita menggembirakan, namun
pada sisi lainnya pemerintah daerah dan
pemerintah kampung ditantang untuk
meningkatkan daya serap anggaran baik
pada tahun anggaran berjalan 2015, maupun
padatahun anggaran 2016 yang akan datang,

Akselerasi Fiskal Daerah

Menganggurnya dana pembangunan di .

bank perlu dikritisi oleh publik atas
pengelolaan keuangan publik oleh PEMDA
terutamajika urusan pelayanan publik dalam
rangka pencapaian standar pelayanan minimal
(SPM)yang belum tercapai sementaraada
sejumlah dana pembangunan mengendap
dibank dengan maksud untuk memperoleh
pendapatan bunga dan jasa giro.’
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pendapatan bunga tanpa memperhatikan
manajemen kas dan realisasi program perm-
bangunan, perludipandangsebagai perilaku
PEMDA yang mengesampingkan pelayanan
publik dan kepentingan rakyat banyak.
Untuk itu Pemda diharapkan dalam
empat bulan yang tersisa pada tahun
anggaran 2015 ini segera merealisasikan
anggaran pembangunan termasuk proyek
infrastruktur dan belanja modal yang
penyerapan baru mencapai 20 persen.
Dalam situasi tertentu seperti saat ini,
ketika pengeluaran atau belanja pemerintah
masih bisa mendorong pertumbuhan
ekonomi, maka perlu diambil kebijakan
dan diskresi yang dimiliki oleh aparat
Pemda untuk mendorong percepatan
penyerapan anggaran di daerah.
Adanya unsur kehatian-hatian dan
kekuatiran untuk melakukan kesalahan
administrasi yang dapat mengakibatkan
implikasi hukum bagi yang bersangkutan
dipandang menjadi faktor penyebab
rendahnya penyerapan anggaran.
Kekuatiran aparat PEMDA dalam mengelola
belanja daerah, karena aktifnya kepolisian
dan kejaksaan di lapangan untuk ‘mencari
kesalahan’ pengelolaan dana di daerah.
Seyogyanya informasi penyalagunaan
dana di daerah diawali dengan audit
investigasi oleh BPKP dan bila dari hasil
audit memang benar ditemukan
permasalahan baru lah dilimpahkan ke
kepolisian dan atau kejaksaan. Jika tidak
demikian, maka aktifnya kepolisian dan
kejaksaan ini mengakibatkan ketakutan
sehingga penyerapan dana menjadi lambat,
dan akhirnya menumpuk di bank.
Kiranya rapat koordinasi yang dilakukan
oleh Presiden Joko Widodo beserta seluruh
jajaran pemerintah daerah dan aparat
penegakan hukum di Indonesia pada tanggal
24 Agustus, dapat mendorong terciptanya
kesamaan persepsi antara aparat Pemda
dan aparat penegak hukum sehingga
akselerasi fiskal di daerah dapat ditingkatkan.
Realisasi penyerapan anggaran yang
tinggi akan menambah kuantitas dan
kualitas® pelayanan masyarakat dan

mendoro::gperekons:mjan daerah kg
perekonomian nasional.
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